
.. 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3681) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4844); 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Mekanisme 
dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Relame; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

.,. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR/2JI'AHUN 2012 

TENT ANG 

'- 



13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan 
Pcrat.uran Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

lL',. Peraturan Pcrnerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pclak sanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
scbaga imaria Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5145); 

15. Pcraturan Pcmcrinlah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pcnyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tarnba hari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

lG. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Rct.ribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

9. Undang-Undang Nornor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupa tcn Tula ng Bawang Barat di Provinsi Lampung [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan .Lernbaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang Pelayanan Publik 
[Lcrn ba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tarnbaha n Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Rct.ribu si Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 



• 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN 
PROSEDUI~ TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RELAME . 

MEMUTUSKAN : 

2'-S. Pcra turan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16). 

24. Pcra turn n Dacra h Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 
Ta h u n 20 l l Len tang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lcrn baro n Du c r a h Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 
Nomor 4, Tum bu hon Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Baral Nomor 5); 

23. Pcraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 
Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja 
Perangkat Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, 
Tarnbahan Lcrnbaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 2); 

2~~. Pcrat.ur an Mcntcri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang 
Pcmbcnt ukan Prociuk Hukum Daerah. 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Perneri: .tah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lcmbaran Negara t~cpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

19. Pcraluran Pcmerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Ur usun Pcmerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah 
Provi n s i, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pcmcrintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
yang dibayarkan Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar se ndiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
lrido ncs ia Tahun 2010 l\Jomor153, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpu hlik Indonesia Nomor 5179); 

21. Pcra turan Mcntcri Da larn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah 
cliubah dcngan Pcraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 



. 
1. Ducrn h adn lah Kabupa tcn Tulang Bawang Barat. 
2. Perncr irita h Dacrah adalah Pemeriritah Kabupaten Tulang Bawang 

Ba rat. 
J. Bu pat i ada lnh 13upati Tulang Bawang Barat. 
4. Dinas Pcndapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA 

adalah Diria s Pcndapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. 

5. Kepala Diria s adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Bnrat. 

f:i Pajak Dacra h , yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib ke pada dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
y<ing bcr-sifa t mcrnak sa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
t ida k mcndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakya t. 

7. Kas Dae rah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

8. Bendahara Pcnerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk mcnerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mcmpcrlanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pclaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
pada Saluan Kcrja Perangkat Daerah. 

9. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak 
se suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1 J. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan 
ke sat.uan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
mela kukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
korna nditcr, pcrseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), atau Ba dan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk a pa pu n , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persangkutan, pcrkumpulun, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lain nya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

11. Pajak Rclarne adal .h pajak atas penyelenggaraan reklame. 
l 2. Rck larnc ada la h berida, ala t, perbuatan, atau media yang bentuk 

cl: 111 e<>1·;1 k rn~~;i rn nva d iraricang untuk tujuan korner sin l , 
mc m pcr k cn a lku n , rncnganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
me nu ri k per ha t i;1 n urn um tcrhadap barang, jasa, orang a t.a u 
har la n y;rng clapc1t d ilihar , dibaca, didengar, dirasakan,dan/atau 
di n ik rnu t.i olch urnum. 

13. Jcnis Rcklamc adalah jenis dan macam bahan/material reklame 
yang dipakai; 

Dn larn Pcrn t uru n I+u pa t.i i n i yang dimaksud dengan: 

Pa sa I 1 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 



14. Ka tcgori Konstruksi dan Asesoris adalah Reklame dimaksud 
dipasang dcngan earn, wujud , bentuk fisik dengan kon struk si 
pcrrnanc n, semi permanen, non permanen, dan dengan asesoris 
mcwah, scdang dan a tau sederhana; 

15 Nilai Scwa dan atau Nilai .Jual Reklame adalah keseluruhan 
pcrnbayaru n, pcngcluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggara 
rc kla mc mcliput i biaya/harga bahan reklame, ongkos kon str uk si 
pcngangkutan d a n atau ongkos penayangan, peragaan, 
pcrnu ncu ru n dn n scjcnisnya sarnpai dengan bangunan/tayangan 
rc k la mc rampung yang dinyatakan dengan Harga Satuan Nila i 
Scwa per sut uan volume tertcntu; 

16. Nilai s tratcgis adalah nilai tcrtentu yang dinyatakan dengan 
indeks angka yang mcngandung tingkatan-tingkatan nilai 
strategis \okasi ternpa t pemasangan reklame yang diukur 
berdasar kriteria mediasi seperti sudut pandang, cakupan 
layanan, kepadatan lalu lintas orang, kelas jalan dan berbagai 
a spe k d aya tarik lainnya untuk promosi/ publikasi; 

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pcmbayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
kctentuan pcraturan pcrundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Masa Pajak adalar- jangka waktu 1 (satu) bulan takwin yang 
mcnjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang; 

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
ka\endcr, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sarna dcngan tahun kalender; 

21. Pajak yang Tcrulang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat , dalarn masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian 
tah un pajak scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan pcrpajakan daerah; 

22. Pcmungutan adalah suatu rangkaiaan kegiatan mulai dari 
pcnghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya 
paja k scr ta pcngawasan pcnyetorannya; 

2J. Surat Pcmbcritahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
rnclaporkun pcnghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/alau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban scs uai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan Pcrpajukan Daerah; 

2·1. Surat ~cloran Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pcmbayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukun dcngan mcnggunakan formulir atau telah dilakukan 
de nga n cam lain kc kas daer ah mclalui tempat pembayaran yang 
d it u nj u k olch Bupat i: 

2~). Surat Kctctapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah s ura t kcteta pan paja k yang menentukan besarnya jurnlah 
pokok pajak yang terutang; 



( 1) Setiap orang pribadi a tau badan yang menyelenggarakan 
kegiatan Reklame, dipurigut Pajak Relame oleh Bupati melalui 
DIPENDA. 

Pasal2 

BAB II 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

2L). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
mcncntukan bcsar nya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak , 
jumlah kekurarigan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 

27. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutriya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak 
yang mcncntukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan: 

28. Surat Kctctapan Prjak Dacrah Nihil,selanjutnya disingkat SKPDN 
ada lah s ur a t kctct.ipan pajak yang mcnentukan jumlah pokok 
paja k sa ma bc sar nya dengan jumlah kredit pajak atau p0j~1J.: 
tida k tcru tang dan tidak ada kredit pajak. 

29. Surat Kctctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
mc nc n t u ka n j u rn la h kclcbihan pembayaran pajak karena jurnlah 
krcd it pajak lcbih besar dari pada pajak yang terutang atai: 
sc hu r u s nya t id a k tcr u ta ng; 

30. Surat Tagihan Pajak Daer ah yang selanjutnya disingkat STPD 
ad a ln h surat u n i.u k mclak ukan tagihan pajak dan/atau sa n k s: 
at.rnin is t.rn t.if bcr uj»: bunga clan/atau dcnda; 

31. Pcrnhuk ua n adula h si.in t u proses pencatatan yang dila k uk a r. 
secara tcra t ur u n t uk mengumpulkan data dan in forma si 
kcu;111g<1n y<mg mciip uti har ta , kewajiban, modal, perigha si la n 
du n hi;1y;1, scrt;1 j urnla h harga perolchan dan penyerahan bara ng 
.i t a u _1;1s<1, y;111g d i i.ut.u p dcngan menyusun laporan keuangan 
l icr u pn 1wr;1c;1 d.m lupor an Jaba rugi uritu}; periode Tahun Pajak 
tcr sc but.; 

:)2. Pcrncrik suan adalah serangkaian kegiatan menghimpun d a n 
mengolah data, kctcrangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
perncriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka 
mclaksariakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
per pajakari daerah; 

3~:L Pcnyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah 
scrangkaian tiridakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
rnencari scrta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
mern bua t tcra ng tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta 
mcnemukan tcrsangkanya. 



( 1) Wajib Pajak Relame adalah orang pribadi atau badan yang 
meyclcnggarnkan Rcklame. 

(2) Waj ib Pajak har us mclaporkan usahanya kepada DIPENDA paling 
larnba t 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai. 

(3) Objck Pajak Rclamc mcliputi : 
a. reklamc papan/billboard/vid1eotron/megatron clan sejenisnya; 

Pasal6 

BAB III 

rENGUSAHA KENA PAJAK 

(2) Du la m h;1J kq1i.1f:rn prn0.:1tnnn, DIPENDA dapat rnc lak uk.u i 

kerja surna dcngan pihak lain untuk memperoleh data yang akurat 
d a n u ptod.at.e d ar i Wajib Pajak scsuai dengan pera tur an 
pcrunciang-undangan yang bcrlaku. 

(1) Tu t.a ccir<1 pcrn1rngut<rn P:w1k Rclame dan pe ndnt.aan s a m p.i: 
rleng;rn ;;cn<igih : n ';e~;11:1i clengan Sis tern dan Proscdur (Sise!: ii: 

Pajak l);l(Tdh 

(1) Tcrhaclap pcrmohonan yang telah memenuhi persyaratan, 
dirriin ta pcncta pan nya kepada Bupati yang dituangkan d alarn 
ke pu tu su n tcntang Pcmungutan Pajak Relame. 

(2) Setelah ditetapkan Keputusan Bupati dimaksud, Kepala Dinas 
mencrbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

(3) Apabila Kcput.usa n Bupati tcntang Pemungutan Pajak Relame 
sud ah dit.ctapka n olch Bupati , Pemohon membayar Pajak Relamc. 
kcrn ud iu n ditcrbitk a n Pctikan yang ditanda tangani oleh Kepala 
Dinas untuk disarnpaikan kepada Pemohon. 

I • 

Pas<11 4 

(3J Pcrrno ho na n va nr: d itola k karena tidak memenuhi persyaratan 
adrni nistra si clan a ta u persyaratan teknis, akan diberitahukan 
kcp;1cL1 Pcrrio ho n sccu ra tcrtulis dengan tenggang waktu 3 (tiga) 
l i.ni k crj.t . 

(1) Proses pc nych.xa ia n pcrmohonan pembayaran Pajak Rela me 
sc bagai mn na dimaksud d alarn Pa sal 2, dapat clisesuaikan dalam 
ja rigku wuktu ] (tiga) h ari kerja sejak diterimanya permohonan 
yang lcngkap du n mcmcnuhi syarat. 

(2) Pcrrnohorian yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilcngkapi por syarutan se suai dengan ketentuan dalam Peraturan 
1111. 

Pasal3 

(2) Sesuai dengan tugas pokok clan fungsinya, DIPENDA ditetapkan 
scbagai unit kcrja yang melaksanakan proses penelitian 
administrnsi dun penelitian teknis dalam rangka pemungutan 
Pajak Rclarnc se su ai dengan persyaratan, mekanisme dan 
proscdur tctap yang diatur dalam Peraturan ini. 



( 1) Pcruzl: it u ngrn1 lwsa rnya Pajak Re lame a tau Nilai Sewa Rcklamc 
diclasark;rn p.id.. : 

f);1'..;;1r Pcrrnrngut:1:: P:tJ<1k f,_lei:11rn· didu sa rk.rn pad a pcrtirnb.u ig.u: 
a . .Jcn is rc.k l.uru-: 
l) J\;1lt')-'.(111. k o n t r uks i .I.u: :isc'..tlris: 
c Ni la i ~;<·1.:::1 d;111 ;11:1:1 111J;ii J\l.il o bjck pn ia k ; 
cl. M:1s:1 p:11:1k: 
c I n d ck s st r: 11q;1 s: 
r. T;1rif p;1v1k. 

Pa ~w I 8 

(:)) Da la m ha! Icck.amc clisclcnggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklamc 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
mcrnpcrhutikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lo ka si 
periernpatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah da n 
ukuran media Reklamc. 

(4) Dalam hal Nilai scwa Reklame sebagaimana dimaksud pada avat 
(2) Lidak d ikct.a h i , dan/ a tau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa 
Rcklu mc ditctupkun dengan merrggunakan faktor-faktor 
sc bagai mu na dimaksud pada ayat (3). 

( J) Dasar pcngcnaan Pajak Rclamc adalah Nilai Sewa Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 
Rcklamc scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
bcrda surkan n ila i koru r ak Rcklame. 
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BAB IV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

b. rc k i. u ur: k au.: 
c rrk la rn a rnrl.-kn t rst i ke r: 
cl. rc kla mc sclcba ra n: 
c rck l.irru: hcrj:11;rn,trrmilsuk pada kendar aan: 
I. rc kla mc udarn: 
g. rck larna apung; 
h. rc k Ia mc su;11;1; 
i. rc kln rnc filrn/slidc;dan 

J. rck larnc pc ragu a n. 

(4) Di kcc un liku n d a r i objck Pajak Relame adalah: 
a. pcyclcnggaraan rcklame melalui internet, televisi, radio, warta 

hur iu n , wur ta mingguan, warta bulanaan dan sejenisnya; 
b. labcl/merck produk yang melekat pada barang yang 

dipcrdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk jenis lainnya; 

c. narna pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat 
pad a bangunan tern pat. usaha atau profesi diselenggarakan 
scsuai dcrig.m kc t.cntua n yang mengatur nama perigon al 
u sa ha atau profesi tersebut; dan 

cl rrk ln rnc \':1nr~ rlisrlf'nggcirnk;:in ole h pe-rnerintah ~1t~111 
pcmcrintah d a cr a h. 



(1) Pcnctupa n clan kctct apan pajak diperhitungkan sesuai dcnL1<1n 
is i a n S PT PD v mw t 1·I;1 h rl 11 e ! 1 t i 

BAB VI 

Pl':MBJ\YJ\R/\N DAN KETETAPAN PAJAK 

(2) Wajib Pajak sc baga irna na dimaksud pada ayat ( 1) h aru s 
m<'rw,;1 rn hi l s<'nd i r i SFYf PO kcpada DIPENDA. 

(,1) Waj il: Puja k ;1daL1h Badan maka SPTPD harus ditanda tangani 
o lc h l\:11gurus a tu u Dirc k si dan apabila diisi orang lain se la i n 
W<ij i h P;1 j;i k h.: ru-. mr ln mpirkan Surat Kuasa Khusus. 

(· :~Pl 1!) . , 1 n;; rl 1 •• 1111 p:~ i k:i n !:111gs1mg o le h Wajih Pajak kqnr1 , 
D!PENDA h a r u s diberi tanda bukti penenma oleh Pejabat 
DIPENDA. 

(5) Kcpa la Diria s berdasarkan kewenangannya berhak melakukan 
pe nc li tjan dan pcmcriksaan terhadap kebcnaran dari isian 
SIYrPD. 

( 1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada Bupati ten tang 
pcrh iturigan pajak tcrutang dalam jangka waktu paling lambat l U 
(scpuluh) hari .sctclah akhir masa pajak dengan menggunakan 
SIYJ'PD yang d ii si c!cngan jelas, benar, lengkap dan ditanda 
langani. 

Pasal 11 

BABV 

SUR,i\T PF.MRERITAHTJAN PA,JAK DAERAH 

Pcncntuan jcnis rck la rne , kategori, masa pajak, harga satuan nilai 
scwa dan a tau nilai jual objek pajak, indeks nilai strategis ditetapkan 
clan diatur dalam tabcl sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I, 
Larnpira n II dan Larn pi ra n III yang merupakan bagian yang tidak 
Lcrpisahkan dulu m Pcr a t u ra n ini. 

Pasal 10 

(4) Be saran pokok Pajak Rclarne yang terutang dihitung dengan cara 
mcngalikan ta r if scbagaimana dimaksud · pada ayat (3) dengan 
d asar pe nge nau n paja k scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

pcr:«:n]. 

;\, "l 1': : l : "J t i I ' 

(2) Nilai Scwa Rcklamc (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), 
d ih i t uru; dcng;rn rn c nj u m ln h ka n Harga Satuan .Je n i s C>Lii,·f· 
f\1_J:ik (fi:-),J(lH1 ri:;·,.111k.111 [,,1;is Fisik Ohjck Paja k (L) d1k,:i , ..... 
J u m L 1 h Su t \ 1 :: 1 : n h ~ ck P. · <l k (J) d i k al i k a 11 I 11 d c Jc; 1 , 

:-;t1<1H'L·1s (!Le~) ,',,\: '.'t''li'.' 1 u rn u s 

a. Harga sa t ua n jcn is o bjck pajak (HSJOP); 
b. lua s fisik objek pajak (L); 
c. .Jurnla h sut.ua n obje k pajak (J); 
d. l ndt.k s lokn s i Stratcgis (ILS). 



L\uiJiil; .il<.'.l l1<j;i'.,", >..t!l'.'. d i t u nj uk dapat mclakukan penvc~~el;1r1 
ternpat usah.. atau rua nga.: tcrteritu apabila: 
a, Wajib Pajak t.ir la k mcrnc n u h i kewajiban scbagaimana dirnak sud 

c!.1L1n; l'iis;il \:\ fJ.1(L1 .iy;11 \·~J; 
b. Wajib Pajak t idu k mcnyetorkan pajak tcrutang, sehingga dap.. t 

menimbulkan kcrugian pada Daerah. 

Pasal 15 

(2) Da la m ha! pi hn k kct iga scbngairnana dimaksud pada ayat (: ~, 
ter ka it oleh kcwajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban 
u n tu k mcraha sia ka n dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peratu~an pcrundang-undangan yang berlaku. 

( l) Apabila dalam mcnjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah khususnya berkenaan dengan Pajak Relame 
diperlukan ketcrangan yang benar atau bukti yang sah dari pihak 
kctiga yang mcmpunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
dipcrik sa alas pcmintaan Bupati atau Pejabat yang ditirnjuk 
Kcpala Dinas, pihak ketiga tersebut harus mernberikan 
ketcr;1nr;;m :1t;111 h1:kti v:111r~ dirnintn 

Pasal 14 

(4) W<1jih Pnj a k t id a k mcrncrn.ih i kewajiban sebagaimana dirriak s ud 
p<irL1 .1\'<1t (:\) 111i1k11 p<lJiik~paJak terutang d itet.a pka n scc;ir 1 
t.a k s i r a n a tau j.iba i an 

(::) .i\p;1liiL1 cL1L1r1! 1wngungl·:;ipan pcmbukuan, pcncatatan ,1t;:·.: 
dok urncn lain scrt.a tid ak memberikan keterangan yang dimint.i. 
W;ij!i) !>;1J<1k ydr1g tcr kui t oleh suatu kcwajiban u n t u k 
mcrahn siak.m nva. maka kewajiban untuk meraha siakan nva 
di tiad a kan ata s pcrmintaan untuk keperluan pemeriksaan 
scbagairnanu climaksud pada ayat (3). 

t : 111t·111l11:rilc11: i\< :.;1·111p.1l;i11 kqi;1d;1 t'c1ah;1t u n t u k rnr·i;ii'' ;•, 
!H'll1'Tlk';;i;1!; )-, .• I',(;'(/_',/: 1'f!l/(Ul!C) 

L'.: :11. i k('/,111 

i 1 ] I; 

; ~ . l , __ l 1 -, ~ ; l ;,_, ! I • 1 1 ~) ~ • r~ l r , , ( .i i l r.:~ t i ; . 

'.1':':·1;·1 r~t·r·ltl d'tr~~ !1Jen·~\)t"!-lk l! 
'I 

i . 

a nH·r111wrl1h.!ri(<l!: cL111 ,11:111 nw1111np1mk;m !)f'mh11k11.11 

pc11c1wt;111 \l(ii.;u111cn L1111 _yang bcrh ubungan de nga n kcgL11,.1:1 

t i :--; ; t ) I <l \V ; I j i l ' j ', I i ; I \._ , 

(2) Untuk kcpcr lua n pcrnc rikaaan, Pejabat Pemer'iksa h:ir11•: 

mclengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan harus 
mempcrlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(3) Wa ii b Pajak vang diperiksa wajib : 

(1) Kc pa la Diria s bcrwcn ang melakukan pemeriksaan untuk 
rnc not a pkn n j u mla n paja k terutang dan hasil Pajak Relamc d a la rn 
rnnglrn mclak sa na kan Pcraturan ini. 

Pasal 13 

dengan ditetapkan (3) 

pajak terut ang tiri::l-: ~('ti:1;1 \V;1iih P:1i,1k 'Y:-1i;h mcmbavar 
tcrgantung parla .idanva SKPD. 
Berdu sar ka n SPTPD pajak terutang 
mcncrbitkan SKPD, 



13u pa ti a t;1 u Pcj;1 bat yang ditunjuk dapat melakukan penycgelan 
t.crnpa t usaha a ta u ruangan tertentu apabila : 
a. W<1jih l);1jak t ir l.rk 111c111c11uhi kcwajiban scbaga irna na d iru.i i: .. · .,: 

dula m Pasal 1 :S pada ayat (3); 
b. Waj il: J\1jak uJak mcnyct.orkan pajak tcrutang, schj ngg., G""t-1""" 

I "1 (" i I. I:' I·,' 11 k: I 11 '. I ' '";.' ·' r -L, T) '1 r- r•1 }1 1 _.I .1\.1\. I .. t , .. ; 1{._"I'' •I• 1 · ''' '··· ! · •,' 

Pasal 15 

(2) Dalam hal pihak kctiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
tcrkait oleh kcwajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban 
unluk rncrahasiakan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peratui:_an pcr undang-undangan yang berlaku. 

(1) /\r:1hih dalarn rn('11jr11nnknn kete ntuan Peraturan Daerah tent an« 
Paja k Dae rah k r ' 1s11 snva berkenaar dengan Pajak Re larn« 
di pc-r lu kn n kctn;rng;m ym1g be nar atau b.ikti yang sah dari pih a k 
k c t ig<1 v;111g 111<'111pu11\·;i i h u bungan dcngan Wajib Pajak v;n 1 !' 

clipcrik sa at a s pcrm n t.aa n Bupati atau Pejabat yang dit u nj u k 
h:cp;1J;1 l)111;i:,. p rh.r k l·~ct1ga tcr scbut harus mc nuxr ix..». 
kct.cru rigu n a Liu bu k t i :vang diminta. 

··1:1 u n t uk ke1)erh1;111 l1en1r·~··,· 

! 1·::1 t i, 1) 

! '\ .' ) 1 ~ CJ j ( t, l l ! i I k, I I l , l ! 

I1l\' 1]·:,i',J(lk:1:: 

/\pzihih cL1l;w1 !1r~1111i'k:1:-inn prmbuk uan rcncnt;:1t;p' 
do k u mc n !<1111 ~.(·rt,i t rd.rk mcrnbcrikan ketc ra ngan yang <l111::I· 

W;ijih l);1j:1k \ :11,t'. t1·r luit olch s ua tu kewajiba n 

(4) 

(3) Wajib Pajak yang dipcriksa wajib : 
a. mcmpcrlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan a ta u 

pcncatatan dokumcn lain yang berhubungan dengan kegiaran 
u sa ha Waj ib Pajak; 

b. mcrnbcr ika n kcscrnpatan untuk memasuki ruangan di t.e m pa t 
at.a u ruangan yang dianggap perlu dan memberikan barit ua n 
gu11a kc la nc ;1r;111 pcmcriksaan; 

c rncrn bcri k n n kcscmp:it:in kc padn PcjC1hC1t urit uk mrhk11l.:·'n 
pcrnc-r ik snn n Ka s (cash opriatne}. 

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
pad a ;1ya t (3), ma ka pajak-pajak terutang ditetapkan ser-ara 
taksiran atau jabatan. 

harus 
harus 

(7) Un t uk k c pcr l u a n pcmcriksaan, Pejabat Pemeriksa 
rnclcngknpi dcrigan Surat Perintah Tugas dan 
rnc rn pc r li h at ka n kcpada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(1) l\cp;1J;1 l)i11;1s hcrwcnang melakukan pemeriksaan untuk 
mcrict a p ka n j urn la h pajak terutang dan hasil Pajak Relamc dalam 
r;111gk;1 rnc ln k su nu k a n Pcrat.urari ini. 

dengan ditetapkan 

pajak terutang tidak (2) Sctiap Wajib Pajak wajib membayar 
Lcrganlung pada adanya SKPD. 

(3) Berda sarkan ~3PTPD pajak terutang 
mc ncr bit kan SKPD. 



(.~) !1('1·11;('!1:>1i;111 ;;, ·:~>'·t1:~:,;i11 i~cnng;rnan, clan pc11gl1<tpu:~<11; l,, 
scbagaimana dirnak sud pada ayat ( 1), dengan membuat alasan- 
a la sa n yang jclus scrtu didukung dengan bukti yang sah sekaligus 

k(Tin1'.::1~:1n d: ;1(''1 ~)1::;. ;::,111 pnja k kcpadn Bi rpa t i :1:( l.. 
DIPF!\Jl)/1 ilLts ::!,Yl)/STf'lJ untuk 1 (satu) masa paja k tcrtc::: 
rLil;1rn ;,111,<;k<1 ,,,1k! i ·· (t~i)' i:) h a r i scj ak tanggal SKFD/STJ'l) 

·,t1· .. 1!: j)(·i·~-i-1<)1--:(-)ll~t:i 1J("'l1>-·~\1l ::,_;.,· \. I : , 1 \: 

• I .: 1 \ ) () 

.., "' i ) ~ .~ ~--: ( '; ; ; _\ r '1 . -~ ; 

q/\H .\ 

~ ( .k: l ! i \_ 1, 1 ] -: ; l I , ! l J i ' ! ~ I ' , 

:\,1r-. j{·:~1:.1!1L:, ft(lI.ll~-~ (i1);.·1k\l~..:;t!1 (l:Jl 

( 1) Pajak tcr'ut.aruz harus dih masi selarnbat-Iambatnva trinppn1 1 < 
(lima be las) sc1 ia p bulanriya dari masa pajak yang tcr ut.n ru; 
dcng;rn mcnggu 11;1 k a n SSPD. 

Pasal 19 

BAB IX 

TATA C/\1~1\ PGM!3AYARAN DAN PENAGIHAN 

( 1) Pcnctapan d a n kctctapan pajak diperhitungkan sesuai dcrigan 
isia n SPTPD y;rng tcla h ditclit i. 

(2) Bcr d a sar ka n SPTPD scbagairnaria dimaksud pada ayat ( l), 
d itct.a pku n pajak tcruta ng dcngan pcncrbitan SKPD. 

(3) Apabila SPTPD sc .iagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak ata u 
kurang bayar scte lah lcwat waktu paling lama 30 (tiga puluh) h ar i 
sejak Sl<.PD ditcrima, dikcnakan sanksi administrasi bc rupa 
buriga 2 <1;1 (d ua per sen) setiap bu Ian dan ditagih deng<111 
mcncrbirknn STPD. 

ru.sal 18 

RAB VITT 

PE:!\! l!TU~JC/\N DAN KETETAPAN PAJAK 

Pajak yang tcrutang ad a la h pajak yang harus dibayar pada s un t u 
su a t da larn Ma sa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
pcrpajuka n dacruh. 

Pasal 17 

Ma su Pajak a d a la h j;rngka wak t u 1 (satu) bulan takwin yang mc nj.idi 
d a su r bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
p. ijak yang tcru Lang. 

H:\13 VII 

[V1;\~;i\ J),\, i;\i< l!:\l\J SAAT PAJAK TERUTANC 



Mekanismc pemungutan Pajak Reklarne dengan cara dibayar sendiri 
(Self Assesment) adalah sebagai benkut: 

a Pendaftaran 
1. Wajib Pajak mcngisi Folrnulir Pendaftaran dan menyerahkan 

Ior m ulir pcndafL1rd11 kcpada pcjabat yang JiLUilJUk u .... 

dicatat dalarn Daftar Forrnulir Pendaftaran. 
2. Pejabat mcnerima dan memeriksa kelengkapan formulir 

pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang 
dibcri kuasa. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan 
tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar 
Induk Wajib Pajak. 

Pasal 23 

BAB XII 

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

Sistcrn Pcmungutan Pajak Reklame sebagairnana dimaksud dalam 
Pa sal 2, ada 2 (dua) cara : 
;1 Sistcm Mcnghitung Sendiri (Self Assesment System) 

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor 
scridiri pajaknya. 

b. Si stern Kctct.apa n (Official Assesment System) 
Ya itu Kctct.a pa n Pajak langsung ditetapkan oleh DIPENDA 
bcrda sarkan trun saksi. 

Pasal 22 

BAB XI 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Be n t.u k , jcnis da n isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda 
buk ti pernbayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai 
dc ngan Si st.crn dun Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

Pasal 21 

pada ayat ( 1), 
dan tindakan 

u) u L \ ..._.J j , .... 4 .. t 1 ~ • , 

menolak atau 
\5) Ll:pl.ill.;,).!11 i_)c__.11.1:. :,c .. "'b'i..11<J.lld Lllllli..ik~.,uJ p<..tJu. 

bcr u pa mcric rirna scluruhnya atau sebagian, 
mc num bah bc sar nya pajak yang terh utang. 

(6) Pcngajuan pcrmohonan sebagaimana dir.naksud 
t ida k mc n u nc!a kcwaj iba n membayar pajak 
penagihan. 

k (';):.' 
ci 1 k. i. t i l; i l\;:1 n 

dllllUitUllh..U.li UiLli v\djlU 
( -v , r) , · ' 1, , 

}Jl_~ j 1 i i . i I Ii ) i JI .i._ I I 

(.l) Hup<1t~ ,J.1Ll!l1 .· 11 · ··.1i~·;; : .' (dud i>c!a:;j b u i.u . Sc\di< 

ditc rirn.uiva p1 r.: :111:,1: ;•: 1.:t:-'!S rnc rubcriknr: kcputus;i:: 

mcnycbu t.k ari j um la h pajak lcrutang mcnurut pcrhitungan \\i,,j i\; 
Pniilk. 



( l) Untuk proscdur pcnyctoran, pembukuan dan pelaporan, 
pcnagihan, kcgiatan pembetulan, pernbatalan, pengurangan 
ketctapa n clan pcnghapusan a tau pengurangan sanksi 
ad min ist.ra si scrta pengembalian kelebihan pembayaran, sama 
dengan proscdur pemungutan pajak dengan cara Sistem 
Kctcta pan (Official Assesment). 

(2) Mekanismc pcmungutan Pajak Relame berdasarkan cara 
Perie ta pa 11 (Official As.sesrnent). 

Pasal 24 

c. Pen ct ;1 p;111 

1 . Sctcl;ih Waj ib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan 
SIYJ'PD dica t at kcdalam Daftar Induk Wajib Pajak. 

2. Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka 
di tcr bit.ka n SKPDKB. 

4. Apabila tida k tcrdapat selisih pajak terhutang, maka 
ditcrbitkan SKPDN. 

5. Apa hi la tcrdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai 
akibat ditcmukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKBT. 

6. Apabila Lcrdapat kelcbihan pembayaran pajak terutang, maka 
ditcrbitkan SKPDLB. 

8. Mcncrbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN atas 
da sar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas. 

9. Surnt kctct.apa n ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan 
alas narna Kcpala Dinas dan Daftar Surat Ketetapan tersebut 
di a ta s ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan 
musing-musing disiapkan tanda terimanya. 

10. Mcnyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, 
dan SKPDN, kernudian Wajib Pajak menanda tangani masing- 
masing tanda terima dan mengembalikannya. 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100 % (seratus persen) dari Pokok Pajak. 

12. Apabila SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN yang diterbitkan 
t.ida k atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 
(tign puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN 
ditcrima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa 
bunga scbcsar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan 
rncncrbitka n STPD. 

3. Apabila bclurn lengkap persyaratannya, formulir lampirannya 
a kn n d ikc m ba liku n kcpada Wajib Pajak secara tertulis untuk 
mclcngkapinya. 

b. Pcndalaan 
l. Pejabat mcnycrahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada 

Wajib Pajak. 
2. Pcjaba t rncncrirna dan memeriksa kelengkapan Formulir 

Pcndataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang 
dibcri kua sa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lcngkap, d a.am daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal 
pcncrimaa n. Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan 
kcp;1dC1 Wajib Pajak untuk mclengkapi. 

:~. Pcja hat rnc ncat at data Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak. 



d. Pcnyctoran 
Pcnyctoran Pajak Daerah terdiri dari: 
1. Pcnyctoran melalui Kantor DIPENDA yang diterima oleh 

Benda hara Khusus Penerima (BKP). Penyetoran yang 
tclah divalida si oleh BKP langsung disetorkan ke Kas 
Ducrah. ~ 

2. Pcnyetoran melalui Kas Daerah pada Bank Lampung 
Kabupatcn Tulang Bawang Barat yang terdiri dari: 
a) Kas Daerah menerima uang setoran dari Wajib Pajak 

disertai dengan media surat ketetapan dan media 
penyeloran SSPD dan bukti setoran Bank. 

b) SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas 
Dacrah , maka lembar pertama dari SSPD dan bukti 
sctoran Bank diserahkan kembali ke Wajib Pajak. 

c. Pc nc tapan 
1. Membuat r ita perhitungan Pajak Daerah. 
2. Mcncrbit kar. SKPD atau SKPD':"' jika terdapat tambahan 

o bjck paj.ik yang sarna sebagai akibat ditemukannya data 
baru a t a s dasar nota perhitungan Pajak Daerah clan 
mcrnbuat claftar SKPD/SKPDT. 

3. SKPD/Sl<PDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja 
Pc nctu pa n a ta s narna Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT ditarida ta ngani oleh Unit Kerja yang membidangi 
pcneta pan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Mcnyera hka n copy daftar SKPD atau SKPDT kepada Unit 
Kcrja yang membidangi penerimaan dan pengendalian. 

5. Mcnycra hka n SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6. Apabila SKPD atau SKPDT yang diterbitkan tidak atau 

kurang dibayar setclah lewat waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejal: SKPD atau SKPDT diterima dikenakan 
su n k si udrnin istra si berupa bunga sebesar 2 % (dua 
pcrscn) tiap bulan dengan menerbitkan SPTPD. 

a. Pe ndaftaran 
1. Mengirim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah 

dicatat dalam daftar formulir pendaftaran. 
2. Mcncrima dan memeriksa kelengkapan formulir 

pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib 
Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar 
dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir 
pcndaft aran dibcri tanda dalam Daftar Induk Wajib Pajak. 

3. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap 
lampiran nya , akan dikembalikan kepada Wajib Pajak 
sccara tcrtulis untuk melengkapi lampirannya. 

b. Pendataan 
1. Mcnyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib 

Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa a pabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lcngkap c alam daftar formulir pendataan diberi tanda dan 
tanggal pcrier imaan. Apabila belum lengkap dikemba likan 
kcpada WCJJilJ l'<.i.Jak unt.uk melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang selanjutnya 
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk 
proses pcnetapan. 

t 



c) 2 (dua) lcmbar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah 
kc Bcnclahar a Khusus Penerima DIPENDA yang 
dilampiri bukti setoran Bank. 

d) Bcndahara Kh usus Penerima, setelah menerima media 
pcnyctoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat 
dan dijumlahkan dalam buku kas pembantu 
pcncrimaan sejenis melalui Kas Daerah dan 
selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum. 

c) Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan) 
mcnyiapkan laporan realisasi penerimaan dan 
pcnyctoran uang yang ditanda tangani oleh Bendahara 
Khusus Pcnerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

I) Didistr ibusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 

c. Pcm buk ua n dan Pclaporan 
I. Pcmbukuan Pcnctapan 

:1) Mcric-nt a t kc dalarn buku jenis pajak pada kolom 
p<'Tlf'!:1p:rn y:rng t cr scdia ut a s da sar SfYfPD Wajib P:1j,:L 
Self Assesment, daftar SKPD, daftar SKPDT, daftar 
SKPDN, daftar SKPDLB dan daftar STPD. 

b) Mc ncat.a t kcdalam buku Wajib Pajak pada kolom 
pcnctapan yang tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD. 

c) Mcngarsipkan seluruh dokumen yang telah tercat.at 
dc njz.m mcmbcri nomor urut file. 

2. Pcrn buk ua n Pcncrimaan 
;1) Mcncatat ke dalam buku jenis pajak pada kolorn 

pc1w1 ;i pa n yang tersedia atas dasar buku pcncrimaan 
scjcn is clan daftar bukti pembukuan. 

h) Men ca'. at kedalam buku Wajib Pajak pada kolorn 
pcnyctor an yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD 
dan bukti pemindahbukuan. 

1) l\fr11~~;ir:,ipk;rn .u.i u mc nyirnpan sc lur uh dok urur.n J''"'b 

Lelah dicatat dengan memberi nomor urut file. 
:1. Pelapora n 

a) Mcmbuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah 
a t n s da sar daftar penetapan, penerimaan dnn 
Lunggakan perjcnis pajak dan daftar tunggakan Wajib 
Pajak. 

b) Mcmbuat laporan realisasi setoran masa (Sistem Self 
Assesm(mt). 

f. Kcbcra tan clan Banding 
1. Pcnyclc saia n Kebcratan 

;1) Mcricr irnn surat permohonan keberatan dari Wajib 
Pajak. 

b) Mcncliti kclengkapan permohonan keberatan Wajib 
Pajak, d itcliti dan diperiksa kembali, dibuat laporan 
hu sil pcnclitian. 

y) Mc nyurnpa ika n berkas keberatan Wajib Pajak disertai 
pertimbangan Kepala Dinas kepada Bupati untuk 
pembuatan Keputusan, baik menerima atau menolak 
tcrhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
terse but. 

d) Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berupa 
me ncrirna seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
mcnarn bah pajak terutang. 



g. Pcriagihan 
1 . l'c11;1gih<111 dc ngun Sura! Tcguran 

:1) Mcncr bitka n Surat Teguran kepada Wajib Pajak 7 
(tuj11h) hari sctclah melampaui batas waktu jatuh 
tempo pembayaran. 

b) Mengirimkan/menyerahkan Surat Teguran kepada 
Waji b Pajak yang bersangkutan. 

2. Pcnagihan dcngan Surat Paksa 
;1) Mcncrbitkan Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang 

sctclah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 
tanggal Surat Teguran belum menyetorkan pajak 
terutang. 

b) Mcngirimkan/menyerahkan Surat paksa kepada Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan 
Pcnyitaan : 
a) Me ncrbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

unt.uk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang 
pajak nya tcrhitung 2x24 jam, 2 (dua hari) setelah 
tanggal Surat Pak sa diterima oleh Wajib Pajak yang 
bcrsangku tan. 

b) Pclaksanan Penyitaan dilaksanakan oleh Tim dengan 
menycgcl barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh 
di situ rncnurut pcrundang-undangan yang dirinci pada 
Berita Acara Pelaksanaan Sita. 

4. Pclaksa naa n Pcnagihan dengan Surat Teguran, Penagihan 
dcngan Surat Paksa dan Penagihan dengan Surat Perintah 
Mclaksanakan Pcnyitaan dilaksanakan oleh Tim. 

5. Pcngumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang 
a) Mcncrbitka n Daftar Surat Permintaan Pelaksariaan 

Lclarig u nt.u k Wajib Pajak yang belum melunasi hutang 
pajak ny 1 sarnpai dengan berakhirnya batas waktu 1 4 
(cm pat '>clas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan 
Pcnyitaan. 

b) Daftar Surat Permintaan Pelaksanan Lelang yang telah 
d i sc t uj ui olch Kcpala Dinas disampaikan kcpada 
BUPLN. 

c) BUPLN mcngclua rkan Pcngumuman waktu dan tcrnpat 
lcla ng. 

d) Pclnksunaan waktu lelang sesuai dengan hari, tanggal 
clan ja m ditcntukan dan dilakukan oleh BUPLN. 

o. Pe nca but.an Pcnyitaan dan Pengumuman Lelang 
a) Mcmbuat daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk 

Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya 
sc sud ab pcnerbitan Surat Perintah Melaksanakan 
Pcriy it.aa n surnpai dengan sebelum pengumuman 
lcla n, :. 

h) Pc ncrbit an Surat Pencabutan Penyitaan. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa 
t.idak puas a ta s Surat Keputusan Bupati rncngenai 
kc ber at.a n yang diajukan, maka Wajib Pajak yang 
bcr sa ngkut.a n masih mempunyai hak untuk mengajukan 
pc rrnol io nu n banding kepada Sadan Penyelcsaian 
Scngkct a Pajak (BPSP) sesuai dengan kctentuan yang 
IH'rl;1k11. 



c) Pclak sanuan pcncabutan penyitaan dengan pembuatan 
Bcri ta Acara Pencabutan Penyitaan. 

cl) Mcrn b uu t laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan. 
c) Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti huruf a di 

a t.a s untuk mengetahui Wajib Pajak yang te la h 
mclunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman 
!clang sarnpai dengan sebelum pelaksanaan lelang. 

I) l1cmln1;it;111 dnfta r Surat Pcncabutan Perig urrn.n ua n 
Lelang. 

g) Pc ncr bi ta n Surat Pencabutan Pengumuman Jelang. 
h) Mcngirim/ menyerahkan Surat Pencabutan 

Pcngumuman Letang oleh Juru Sita Pajak. 

h. Kcgiatan pcmbetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 
clan pcnghapusan atau pengurangan sanksi administrasi : 

1. Mc ncrirn a surat pcrmohonan pernbetulan, pernbat ala n 
pcngurangan ketetapan, dan penghapusan at.au 
pcngurangan sanksi administrasi dari Wajib Pajak. 

2. Mcncliti kclengkapan permohonan pembetulan, 
pernbat.ala n , pcngurangan ketetapan clan penghapusan 
atau pcngurangan sanksi administrasi Wajib Pajak, 
sctelah dilakukan pcnelitian dan bila perlu dilakukan 
pcrncr ik sa an , d ib ua t laporan hasil penelitian. 

3. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala 
Dinas at.is pcrmohorian Wajib Pajak, berupa Surat 
Ke puru san Penolakan apabila permohonan ditolak dan 
Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan 
diterirna. 

4. Mernbuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Kcpa la Di na s atas pemnohonan Wajib Pajak, berupa Surat 
Kcputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan 
Surat Kcputusan Pembetulan apabila permohonan 
diterirna. 

5. Menycrahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak 
dcngan tembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit 
Kerja Pcmbukuan dan Pelaporai DIPENDA. 

1. Pcngcmbalian Kelebihan Pembayaran : 
l. Mcncrirna surat pcrmohonan pengembalian kelcbihan 

pcmbayur an pajak. melakukan pemeriksaan dan mernbua t 
laporan pcmcri k saa n ditanda tangani oleh Pejabat da n 
Wajib Pajak. 

2. Mcncatat kc kartu data, selanjutnya diserahkan kcpada 
Unit Kcrja pcrhitungan untuk dilakukan perhitungan 
pcnetapan kelcbihan pembayaran pajak. 

:i. Mcrripcr h itu nukn n dcngan utang/tunggakan pajak yang 
lain, a prk ah punya utang atau tidak, kemudian dibuat 
No ta Pcrhitungan. 

t\. Sctcl;1h dipcrhitungkan dengan utang pajak yang Jain 
tcrnyatd kcl,·l)il\;rn pcrnbayaran pajak, kurang at.au sa ma 
ckng;rn u t ;rng pajak lainnya terse but maka Wajib Pajak 
mcncr irna bukti pemindahbukuan, sebagai bukti 
pcrnbava ra n kompensasi dengan pajak terutang 
d i ma k s ud , k a rc nu nya SKPDLB tidak ditcrbitkan. 

5. Apa bila utang pajak sctclah 
dipcrhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan 
pcm bay" ran pajak ten ya ta lebih, maka Wajib Pajak ;:1 Jn n 
mcnerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti 
pcrnbnvaranz kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan • 



SERITA DAERAH KARlJPATFN Tll!J\NC f-:AWANG BARAT TAHUN 2012 
NOMOF~ 

SEI<RETAI~IS DAI!.:rl~Al-1 
KABUPATEN TU LANG BAWANG BA!~AT, 

~~ 
PAf~YANTO 

Diundangkan di Panarugan .Jaya 
Pada tanggal 2012 

BACHTIAR BASRI 

Ditetapkan di Panaragan Jaya 
Pada tanggal 20 12 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Pcr.n uru n Bup.u i i n i mu!ai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar set ia p ornng dapa t mengetahuinya, mernerintahkan 
pcngu11d;111gan pc ra t u ru n Bupati ini dcngan penetapan dalam 
Bcri ta Dacrah Kahupaten Tulang Bawang Barat. 

Pasal 26 

HAR XIV 

!\ r·:Tr·~NTUAN PENUTUP 

( 1) Da la m u payu mc nja rni n kepatuhan d.m ketertiban pernbaya ra n 
Pajak l~clamc d ilnk uk a n pcngawasan dan penert i hn n 
pcnyclcnggaraan Rcklarne. 

(2) Pcngawa san da n pr-ric rtiban sehagaimana dimaksud pada ;1y:i' \. 1 

d ila k u ka n olch tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan anggota 
sckurang-kurangnya tcrdiri dari unsur : 
a. Saluan Polisi Pamorig Pr aja; 
b. DIPENDA Kabupatcn Tulang Bawang Barat; 
c. Carnal sctcrnpa t; 
cl. Kcpa la Kampung/Kelurahan setempat. 

Pasal 25 

BAB XIII 

l'l•:N ;/\WA SAN DAN PENERTIBAN 

6. Sctclah mcncrima SKPDLB dari Unit Kerja Pencta pan 
diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani 
oleh Bupati. 

7. Dipenda melalui Bidang Pendapatan dan Penetapan 
mcngembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai 
SPMKPU dcngrn. mcnerbitkan SPMU yang diambil dari Ka s 
Dacru h rnc la l u i Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daer ah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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